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BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR: 5 TAHUN 2002

TENTANG

BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Mengingat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Pegawai
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, diperlukan adanya dukungan
Kesejahteraan bagi Pegawai; _

andang perlu
adanya Kketetapan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian  Bantuan

Kesejahteraan bagi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

¢. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu scgera
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Pemberian

Bantuan Kesejahteraan bagi PNS dilingkungan Pemerintal Kabupaten
Bandung,

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintzhan Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (}3erita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor § Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999  ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 );

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60
Nomor 3839); :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 %

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D)
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MEMUTUSKAN ;

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENT
KESEJAHTERAAN BAGI PNS D
KABUPATEN BANDUNG

ANG PEMBERIAN BANTUAN
[ILINGKUNGAN PEMERINTAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan inj Yyang dimaksud dengan :

P8 e

Bupati adalah Bupati Bandung,
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

BAB I1

JENIS BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
DAN PER A

Bagian Pertama
Jenis Bantuan Kesejahteraan Pegawai

Pasal 2 N

Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pegawai terdiri darj :

a.

b.

C.

Bantuan Kesehatan;
Bantuan Musibah Berat;
Bantuan lain-lain.

Bagian Kedua
Bantuan Kesehatan

Pasal 3
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(2) Jenis-jenis Bantuan Kesehatan terdir dar :
a. Bantuan Pemeliharaan Kesehatan;
b. Bantuan biaya perawatan .
Pasal 4

yang bersifat preventif dengan tujuan agar .
kondisi kesehatannya dapat dipertahankan.
(2) Yang termasuk kedalam bantuan
a. Penyuluhan keschatan;
b. Medical Check Up.

pemeliharaan kesehatan adalah:

sejahteraan Pegawai dalam bentuk biaya rawat in

ap,
yang diberikan kepada pegawai dan atau kel

uarganya yang menderita sakit berat atau mclahirkan,
(2) Besarnya bantuan biaya perawatan sebagai berikut :
g Golongan1 : sebesar = Rp. 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
2. Golongan I  : sebesar = Rp. 300.000,- ( Tiga Ratus Ribu Rupiah )
3. Golongan Il : sebesar = Rp. 250.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
4. Golongan IV : sebesar =Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah )

(3) Dengan pertimbangan tertentu Sekretaris

Daerah dapat menentukan besarnya bantuan bj
perawatan diluar ketentuan pasal 5 ayat (2) ke

aya
putusan ini.

Bagian Ketiga
Bantuan Musibah Berat

Pasal 6 -
(1) Bantuan musibah berat, adalah bantuan yang diberikan dengan maksud untuk mengurangi beban
yang harus ditanggulangj oleh Pegawai dan atau keluarganya untuk me

ngurangi penderitaannya.
(2) Jenis-jenis bantuan musibah berat, terdiri dar :
a. Musibah bencana alam; ‘
b. Meninggal Dunia.
Pasal 7

(1) Bantuan musibah bencana alam dan kebakaran adalah bantuan Kesejahteraan Pegawai bagi yang
terkena musibah dimaksud:
(2) Besarmya bantuan musibah bencana alam dan kebak

atas permohonan atau tanpa permohonan pegawai
Kepegawaian.

aran ditetapkan oleh Sekretaris Daerah baik
yang bersangkutan melalui Kepala Bagian-



296

Pasal §

(1) Bantuan meninggal dunia adal
meninggal dunia,

(2) Khusus untuk bantuan meninggal dunia, bantuan diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan,

(3) Besarnya bantuan untuk yang meninggal dunia ( Uang Duka ) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-
( Lima Ratus Ribu Rupiah )

(4) Dengan pertimbangan tertentu Sekretaris Daerah dapat menentu
meninggal dunia ( Uang Duka ) diluar ketentuan Pasal (7 )Kepu

ah bantuan Kesejahteraan Pegawai dalam hal terjadi musibah

kan besarnya bantuan untuk yang
tusan ini.

Bagian Keempat
Bantuan lain-lain

Pasal 9
1. Bantuan lain-lain adalah Jjenis

sebelumnya dari Keputusan ini
2. Bentuk bantuan lain-lain yaitu Bantuan Kerohanian,

Bantuan Kesejahteraan Pegawai yang tidak disebutkan pada pasal

BAB III
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Biaya yang dipertukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung,

Pasal 11

Hal-hal yang belum dia

tur dalam keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut
oleh Bupati.
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Pasal 12
Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Band

Ditetapkan di Soreang
A\ \mu& ™ Vanuarl 20072

Diundangkan di Soreang
padatanggal 28 3anyuars 2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2002 NOMOR SERI

Salinan sesuai dengan aslinya




